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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab
sebelumnya, maka dapat diajukan kesimpulan penelitian sebagai berikut:
1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai
bentuk penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 13A Ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan
Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak tepat jika
ditinjau dari ketentuan dalam Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat
(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Khususnya untuk penghentiannya. Hal ini dikarenakan dalam Pasal
28H Avyat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
menyatakan bahwa jaminan sosial merupakan hak yang dapat
dituntut oleh masyarakat dan wajib dipenuhi oleh negara. Apabila
dihentikan, maka dapat menghilangkan hak kesejahteraan sosial.
Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, peraturan presiden menempati hierarki yang

lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar 1945 sehingga muatan
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yang kontradiktif dengan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya
dicabut.

Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai
bentuk penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 13A Ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan
Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan sosial dan
kesejahteraan sosial, khususnya untuk penghentiannya. Jaminan
sosial dalam arti luas terdiri dari tiga, yaitu asuransi sosial, bantuan
sosial, dan pelayanan sosial. Bagi asuransi sosial, di dalam Undang-
Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional terdapat prinsip
kepesertaan bersifat wajib, di mana seluruh rakyat wajib menjadi
peserta jaminan sosial dengan prinsip asuransi sosial dengan cara
membayar iuran wajib. Ketika menjadi peserta, maka menimbulkan
hak bagi peserta untuk menuntut pemenuhan manfaat jaminan
sosial, sehingga tidak tepat jika dikaitkan dengan penghentian
pemberian jaminan sosial. Selanjutnya, penghentian pemberian
jaminan sosial juga tidak tepat jika ditinjau dari karakteristik
bantuan sosial, karena bantuan sosial memiliki esensi sebagai jaring

pengaman warga negara agar masih tetap memenuhi kebutuhan
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dasar hidup layak meskipun mengalami guncangan dan kerentanan
sosial. Di samping itu, pelayanan sosial juga memiliki esensi sebagai
jaring pengaman bagi warga Yyang perlu ditingkatkan
produktivitasnya atau difungsionalisasi secara sosial sehingga tidak
tepat pula apabila dihentikan pemberiannya. Selain itu, apabila
asuransi sosial, bantuan sosial, ataupun pelayanan sosial dihentikan,
maka tidak sejalan dengan tujuan jaminan sosial yaitu memenuhi
hak atas kesejahteraan sosial.

Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai
bentuk penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 13A Ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan
Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak tepat
apabila ditinjau dari Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
dan Article 4 ICESCR, khususnya untuk penundaannya. Pasal 13A
Ayat (4) tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 28J Ayat (2) bahwa
pembatasan hak harus ditetapkan dengan undang-undang, di mana
Pasal 13A Ayat (4) ditetapkan oleh peraturan presiden. Kemudian,
Pasal 13A Ayat (4) tidak memenuhi kriteria “sesuai ketetapan
hukum (determined by law)” karena tidak memenuhi syarat jenis

peraturan perundang-undangan yang seharusnya undang-undang,
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serta tidak terdapat kejelasan peraturan terkait jaminan sosial apa
yang akan ditunda. Sementara, Pasal 13A Ayat (4) tidak sesuai
dengan kriteria “sesuai dengan sifat hak-hak tersebut (compatible
with the nature of these rights)” karena sifat-sifat hak jaminan sosial
tidak tepat (incompatible) untuk dibatasi. Dengan demikian, sanksi
penundaan pemberian jaminan sosial di dalam Pasal 13A Ayat (4)
tidak sesuai dengan Article 4 ICESCR di mana tidak semua kriteria
pembatasan pemenuhan hak kesejahteraan sosial yang terdapat di

Article 4 ICESCR terpenuhi secara kumulatif.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,
saran yang dapat diajukan antara lain:
1. Disarankan kepada Pemerintah untuk mencabut Pasal 13A Ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan
Vaksin  Dan  Pelaksanaan  Vaksinasi Dalam  Rangka
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
karena Pasal 13A Ayat (4) mengenai sanksi penghentian pemberian
jaminan sosial bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal
34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan menyebabkan

hilangnya hak atas kesejahteraan sosial, sebagaimana juga
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terkandung dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945. Selain itu juga karena bentuk sanksi tersebut tidak
sesuai dengan prinsip kepesertaan bersifat wajib pada asuransi
sosial, tidak sesuai dengan esensi bantuan sosial sebagai jaring
pengaman warga terhadap keguncangan dan kerentanan sosial,
serta tidak sesuai dengan esensi pelayanan sosial untuk
fungsionalisasi warga secara sosial yang ketiganya termasuk luas
lingkup jaminan sosial yang signifikan dalam mewujudkan
kesejahteraan sosial.

Disarankan kepada Pemerintah apabila hendak merumuskan sanksi
yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, untuk menggunakan
Pasal 28] Ayat (2) dan Article 4 ICESCR sebagai batu uji dalam
mengkaji dan menentukan bentuk penjatuhan sanksi administratif
yang membatasi hak kesejahteraan sosial, karena pasal-pasal
tersebut harus menjadi koridor bagi Pemerintah demi menjaga
terpenuhinya hak atas kesejahteraan sosial Warga Negara
Indonesia, terlebih negara Indonesia juga telah meratifikasi
ICESCR. Pemberlakuan sanksi dalam rangka penanganan pandemi
Covid-19 sejatinya tetap diperlukan sebagai sarana pengendalian
masyarakat agar tercipta ketertiban umum dan agar hak orang lain

atas kesehatan dapat tetap terpenuhi. Namun, perumusan sanksi
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tidak boleh sewenang-wenang dan tetap harus sesuai dengan
ketentuan hukum baik secara formal maupun substansial.
Disarankan kepada Pemerintah apabila hendak memberlakukan
sanksi pada kondisi darurat kesehatan, dalam hal ini Pandemi
Covid-19, untuk tidak merumuskannya dalam bentuk Peraturan
Presiden agar tetap memenuhi konstitusionalitas yang diatur oleh
Pasal 28J) Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan agar tidak
rentan terjadi kesewenang-wenangan. Akan tetapi, merumuskannya
dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perpu), di mana hal ini tidak melanggar Pasal 28] Ayat (2) karena
Perpu memiliki kedudukan hierarkis yang setara dengan Undang-
Undang, sesuai Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan
Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Selain itu, karena pembentukan Perpu menempuh
prosedur yang lebih cepat dan fleksibel daripada pembentukan
Undang-Undang yang prosedurnya lebih panjang dan relatif lebih
lama, perumusan sanksi dalam Perpu sesuai untuk menanggapi
situasi pandemi.

Disarankan kepada Pemerintah apabila hendak memberlakukan
sanksi pada kondisi darurat kesehatan, untuk hanya merumuskan
penundaan pemberian jaminan sosial saja tanpa ada penghentian,

karena penundaan pemberian jaminan sosial tidak melanggar
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amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sementara, penghentian
pemberian jaminan sosial dapat menyebabkan hilangnya
pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial Warga Negara Indonesia
di mana hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar
1945. Selain itu, sanksi penundaan pemberian jaminan sosial ini
sebaiknya ditetapkan dengan Perpu karena masih sesuai dengan
hierarki peraturan perundang-undangan dan prosedurnya lebih
cepat dan sesuai dengan kondisi kedaruratan pandemi Covid-19.
Disarankan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan perumusan
peraturan dengan mengerucutkan jenis jaminan sosial yang hendak
ditunda kepada jenis jaminan sosial yang terkait dengan Covid-19,
karena penting agar sanksi tersebut tepat sasaran dan juga agar
memenuhi kejelasan peraturan perundang-undangan. Jenis jaminan
sosial yang sebaiknya ditunda ialah jaminan kesehatan terhadap
orang yang terpapar Covid-19 namun sebelumnya telah sengaja
menolak vaksinasi Covid-19.

Disarankan kepada BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) untuk
tetap melaksanakan kewajibannya memberikan manfaat jaminan
sosial kepada peserta sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-
Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang

Sistem Jaminan Sosial Nasional, karena peserta jaminan sosial yang
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telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar iuran, seketika
memiliki hak untuk menerima manfaat jaminan sosial yang diikuti.
Disarankan kepada masyarakat untuk mengajukan judicial review
yakni pengujian Pasal 13A Ayat (4) huruf a Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan
Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Undang-Undang
Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang
Kesejahteraan Sosial kepada Mahkamah Agung, karena Pasal 13A
Ayat (4) huruf a tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang
Sistem Jaminan  Sosial Nasional dan Undang-Undang

Kesejahteraan Sosial.
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Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights sebagaimana
telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang
Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Right
(Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 66

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 68

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 155

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 156

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47
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Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial
Secara Non Tunai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
156

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan
Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 227

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
66

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang
Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 151

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1229

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan
Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172
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Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang
Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201

Universal Declaration of Human Right 1948

Konvensi International Labour Organization Nomor 102 Tahun 1952 Tentang

(Standar Minimal) Jaminan Sosial

The International Labour Organization Social Protection Floors Recommendation,
2012 (No. 202)

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General
Comment No. 19: The right to social security (Art. 9 of the Covenant), 4
February 2008, E/C.12/GC/19

United Nations Commission on Human Rights, Note verbale dated 5 December
1986 from the Permanent Mission of the Netherlands to the United Nations
Office at Geneva addressed to the Centre for Human Rights (“Limburg
Principles”), 8 January 1987, E/CN.4/1987/17

Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-V111/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-1X/2011
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